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PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Tml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TAMIANG LAYANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah

menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat,  NIK  xxx,  tempat  dan  tanggal  lahir  Ketab,  9  September

1994,  agama Islam,  pendidikan  SD (Sekolah  Dasar),

pekerjaan  Ibu  rumah  tangga,  tempat  tinggal  di  xxx,

domisili  elektronik  pada  alamat  email  xxx,  sebagai

Penggugat;

Lawan

Tergugat, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Martapura 3 Oktober 1987,

agama  Islam,  pendidikan  SLTA  (Sekolah  Lanjutan

Tingkat Atas), pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di

xxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Februari 2024

yang  didaftarkan  secara  elektronik  (e-Court)  di  Kepaniteraan  Pengadilan

Agama Tamiang Layang,  Nomor  22/Pdt.G/2024/PA.Tml,  tanggal  28  Februari

2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat  dan Tergugat  telah  melangsungkan pernikahan

pada tanggal 17 Januari 2014 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Pematang  Karau,  Kabupaten  Barito

Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx;

2. Bahwa,  setelah  pernikahan  tersebut  Penggugat  dengan  Tergugat

bertempat  tinggal  di  xxx  dan  terakhir  masing-masing  bertempat  tinggal

sebagaimana alamat tersebut diatas;
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3. Bahwa,  dalam  perkawinan  tersebut  Penggugat  dengan  Tergugat

telah bergaul  sebagaimana layaknya suami istri  (ba’da dukhul)  dan telah

dikaruniai  1  (satu)  orang  anak  yang  bernama  Xxx,  perempuan,  lahir  di

Ketab tanggal 22 April 2016;

4.  Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat  berjalan

dengan rukun dan harmonis, namun sejak 2017 rumah tangga Penggugat

dan Tergugat mulai tidak rukun yang disebabkan : 

a. Tergugat sering kali menghamburkan uang untuk  berjudi sehingga

antara  Penggugat  dan  Tergugat  memutuskan  untuk  berpisah  dan

kembali bersama pada tahun 2022

b. Sejak Juli 2023, Tergugat mulai kembali menghamburkan uang untuk

berjudi  yaitu  Judi  Online,  Pengugat  mengetahui  bahwa  Tergugat

melakukan  judi  online  tersebut  dengan  seseorang  datang  menemui

Penggugat  untuk  menagih  utang  judi  online  milih  Tergugat,  sehingga

munculah pertengkaran karena hal tersebut;

5. Bahwa,  karena  sebab-sebab  tersebut  di  atas,  rumah  tangga

Penggugat dan     Tergugat sudah tidak dapat untuk dirukunkan Kembali;

6. Bahwa,  Penggugat  telah  berupaya  mengatasi  masalah  tersebut  dengan

jalan  musyawarah  namun  tidak  berhasil;  dikarenakan  Tergugat  terus

mengulangi perbuatan menghamburkan uang tersebut;

7. Bahwa,  puncak  perselisihan  dan  pertengkaran  antara  Penggugat  dan

Tergugat  tersebut  terjadi  kurang  lebih  pada  bulan  Juli  tahun  2023  yang

akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat. Selama itu sudah tidak

ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

8. Bahwa,  akibat  tindakan tersebut  di  atas  Penggugat  telah menderita  lahir

bathin  dan  Penggugat  tidak  ridho  atas  perlakuan  Tergugat  terhadap

Penggugat serta Penggugat  merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan

rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan

satu-satunya  jalan  keluar  yang  terbaik  bagi  Penggugat  adalah  bercerai

dengan Tergugat;

9.  Bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah  menanda  tangani  surat

keterangan cerai dihadapan Ketua RT setempat;
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9. Bahwa,  dengan  fakta-fakta  tersebut  di  atas  gugatan  Penggugat  telah

memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf a PP

No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

     Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua/Majelis

Hakim Pengadilan Agama Tamiang Layang segera memeriksa dan mengadili

perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap

Penggugat ( Penggugat);

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang

berlaku. Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan

putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa  pada  persidangan  yang  telah  ditetapkan,  Penggugat  telah

datang  menghadap  di  persidangan,  sedangkan  Tergugat  tidak  datang

menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

sebagai  wakil/kuasanya  yang  sah,  meskipun  berdasarkan  Surat  Panggilan

(relaas) Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Tml yang dibacakan di persidangan, Tergugat

telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak

datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat  telah menyerahkan asli  surat gugatan dan Hakim

telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-

Court);

Bahwa  Hakim  telah  menasihati  Penggugat  agar  berfikir  untuk  tidak

bercerai  dengan  Tergugat,  tetapi  Tergugat  tetap  pada  dalil-dalil  gugatannya

untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah

datang  menghadap  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,

selanjutnya  dimulai  pemeriksaan  dengan  membacakan  surat  gugatan

Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan

bukti-bukti berupa:
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A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor xxx

yang dikeluarkan oleh  Kepala  Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil,  Kabupaten  Barito  Timur,  bermeterai  cukup,  bercap  pos

(nazegelen),  telah dicocokkan dan sesuai  dengan aslinya, lalu diberi

tanda (P.1), diberi paraf dan tanggal oleh Hakim;

2. Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  dari  KUA Kecamatan  Pematang

Karau, Kabupaten Barito Timur, Nomor : xxx. Alat bukti tersebut telah

bermeterai  cukup  dan  dinazegelen  kemudian  dicocokkan  dengan

aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi  tanda (P.2),  diberi

paraf dan tanggal oleh Hakim; 

B. Saksi:

1. Saksi  I,  di  bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai

berikut:

 Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah

Paman Penggugat;

 Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak tahun 2014;

 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah

orang tua Penggugat di xxx, sampai dengan terjadinya perpisahan;

 Bahwa  selama  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  dikaruniai

seorang  anak  yang  bernama  Xxx  lahir  di  Ketab  tanggal  22  April

2016;

 Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat

sejak  awal  tahun  2023  sudah  mulai  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran terus menerus;

 Bahwa  saksi  melihat  dan  mendengar  Penggugat  dan  Tergugat

bertengkar;

 Bahwa  saksi  mengetahui  penyebab  perselisihan  dan

pertengkaran  antara  Penggugat  dan  Tergugat  karena  Tergugat

sering  main  judi  online,  hal  tersebut  diketahui  ketika  ada  orang

datang kerumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat untuk

mengagih utang Tergugat yang senyatanya digunakan untuk bermain

judi;
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 Bahwa antara Penggugat  dan Tergugat  sudah berpisah kurang

lebih  8  (delapan)  bulan  Penggugat  pergi  dari  rumah  kediaman

bersama dan tidak pernah kembali sampai sekarang;

 Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah

tidak ada komunikasi yang baik lagi, Tergugat tidak memberi nafkah

kepada Penggugat

 Bahwa  saksi  sebagai  Paman  Penggugat  pernah  menasihati

Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. Saksi II,  di  bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai

berikut:

 Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah

Kakak Kandung Penggugat;

 Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak tahun 2014;

 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah

orang tua Penggugat di xxx, sampai dengan terjadinya perpisahan;

 Bahwa  selama  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  dikaruniai

seorang  anak  yang  bernama  Xxx  lahir  di  Ketab  tanggal  22  April

2016;

 Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat

sejak  awal  tahun  2023  sudah  mulai  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran terus menerus;

 Bahwa  saksi  melihat  dan  mendengar  Penggugat  dan  Tergugat

bertengkar;

 Bahwa  saksi  mengetahui  penyebab  perselisihan  dan

pertengkaran  antara  Penggugat  dan  Tergugat  karena  Tergugat

sering main judi online, 

 Bahwa  saksi  mengetahui  pada  bulan  Juni  sampai  dengan  Juli

2023, banyak orang secara silih berganti datang kerumah kediaman

bersama Penggugat dan Tergugat untuk mengagih utang Tergugat

yang senyatanya digunakan untuk bermain judi;

 Bahwa antara Penggugat  dan Tergugat  sudah berpisah kurang

lebih  8  (delapan)  bulan  Penggugat  pergi  dari  rumah  kediaman

bersama dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
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 Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah

tidak ada komunikasi yang baik lagi, Tergugat tidak memberi nafkah

kepada Penggugat

 Bahwa  saksi  dan  pihak  keluarga  Penggugat  maupun  Tergugat

pernah  menasihati  Penggugat  dan  Tergugat  untuk  rukun  kembali,

namun tidak berhasil;

Bahwa  Penggugat  telah  menyampaikan  kesimpulan  yang  isinya

sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat

dalam  berita  acara  sidang  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari

putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat

telah  datang  menghadap  sendiri  di  persidangan  dan  telah  memberikan

keterangannya;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  menghadap  sendiri  dipersidangan

sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di  persidangan dan tidak pula

menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap  sebagai  wakil/kuasanya  yang  sah,

meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Tml

yang  dibacakan  di  persidangan,  Tergugat  telah  dipanggil  secara  resmi  dan

patut,  sedangkan  tidak  ternyata  bahwa  tidak  datangnya  Tergugat  tersebut

disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo.

Pasal  82  ayat  (2)  Undang-Undang Nomor  7 Tahun 1989 yang telah diubah

dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  telah  diubah  kembali

dengan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009 tentan  Pengadilan  Agama,

kepada  Penggugat telah  diberikan  penasihatan  supaya  mengurungkan

maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu

hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, meskipun telah dipanggil secara
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sah, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung

RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat

dilaksanakan;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Tergugat tidak  pernah  hadir  di

persidangan,  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  dan  tidak

ternyata  tidak  hadirnya tersebut  disebabkan oleh  suatu  halangan yang sah,

maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa

hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir,

dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan

hukum,  maka  berdasarkan  ketentuan  Pasal  149  Ayat  (1)  R.Bg.,  gugatan

Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian Penggugat adalah

karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis

sejak  tahun  2017  yang  disebabkan  Tergugat  sering  bermain  judi  online,

kemudian  pada  bulan  Juli  tahun  2023  Penggugat  meninggalkan  kediaman

bersama karena sudah tidak  tahan lagi  dengan perilaku Tergugat  dan tidak

pernah Kembali lagi hingga sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang,  bahwa  meskipun  Tergugat  dianggap  mengakui  atau

setidak-tidaknya  tidak  membantah  dalil-dalil  gugatan  Penggugat  karena

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

perceraian  maka  Penggugat  tetap  diwajibkan  untuk  membuktikan  alasan-

alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  283  R.Bg.  jo.  Pasal  1685

KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalinya, telah

mengajukan bukti surat P.1, P.2, serta dua orang saksi;

Menimbang,  bahwa  alat  bukti  surat  yang  diajukan  oleh  Penggugat

adalah P.1 dan P.2 semuanya bermeterai cukup, bercap pos (nazegelen) dan

alat bukti yang fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga

Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai

alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan
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Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020

tentang Bea Meterai;

Menimbang  bahwa  alat  bukti  surat  P.1  dan  P.2,  merupakan  akta

autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak

dibantah oleh alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktianya adalah bersifat

sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285

R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti  P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk

atas nama Penggugat, yang memberikan bukti bahwa Penggugat berdomisili di

wilayah hukum Pengadilan Agama Tamiang Layang, sehingga perkara  a quo

merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tamiang Layang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang

memberikan bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang

telah menikah pada tanggal 17 Januari 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam

perkara  a quo  adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 jis. Pasal 19 huruf a, huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

dan Pasal 116 huruf a, huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan

Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975  jo. Pasal 134

Kompilasi  Hukum  Islam,  Hakim  perlu  mendengar  keterangan  dari  pihak

keluarga serta orang-orang terdekat dari pihak Penggugat dan atau Tergugat

sebagai saksi dalam perkara a quo;

Menimbang,  bahwa  ternyata  kedua  orang  saksi  yang  dihadirkan

Penggugat tersebut, bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang

sedang  terganggu  ingatannya  dan  keterangan  yang  disampaikan  di  bawah

sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi  ketentuan Pasal

171 sampai 175 RBg. jo. Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata, meskipun ada

hubungan  kekeluargaan  Penggugat  dengan  saksi-saksi  sebagaimana  yang

dimaksud  oleh  Pasal  172  ayat  (1)  angka  1  RBg.,  maka  hal  tersebut

diperbolehkan  dalam  perkara  perceraian  sebagai  lex  specialist dari  aturan

umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor

9  Tahun  1975  jo. Pasal  134  Kompilasi  Hukum  Islam,  sehingga    Hakim
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berpendapat  saksi-saksi  tersebut  telah  memenuhi  syarat  formil  pembuktian

sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi  Penggugat  telah memberikan

keterangan  mengenai  apa  yang  ia  lihat  dan  dengar  sendiri  dan  saling

bersesuaian  satu  sama  lain  serta  relevan  dengan  perkara  a  quo,  maka

keterangan  kedua  saksi  tersebut  telah  memenuhi  syarat  materiil  sehingga

dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan

fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat  dengan Tergugat  adalah pasangan suami  istri  sah

yang menikah  pada tanggal  17  Januari  2014  dan  dicatat  oleh  Pegawai

Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Pematang  Karau,

Kabupaten Barito Timur;

2. Bahwa  setelah  pernikahan  tersebut,  Penggugat  dan  Tergugat  pernah

tinggal  bersama  membina  rumah  tangga  dengan  rukun  sebagaimana

layaknya suami istri dan dari pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak;

3. Bahwa antara Penggugat  dan Tergugat  mulai  terjadi  perselisihan dan

pertengkaran terus menerus sejak awal tahun 2023 disebabkan Tergugat

sering bermain judi online;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman

sejak  kurang lebih  dari  8  (delapan)  bulan,  Tergugat  pergi  meninggalkan

rumah kediaman bersama;

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi

yang baik dan tidak saling mengunjungi;

6. Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak

pernah rukun lagi dan Penggugat sudah tidak memberikan nafkah kepada

Termohon;

7. Bahwa  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  sudah  diupayakan  untuk

rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan Penggugat dan fakta

hukum tersebut diatas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:
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Menimbang,  bahwa  petitum  kesatu  gugatan  Penggugat  merupakan

cakupan dari seluruh petitum dalam gugatan Penggugat, maka   Hakim akan

mempertimbangkannya  setelah  mempertimbangkan  seluruh  petitum gugatan

Penggugat;

Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa petitum kedua gugatan Penggugat yang meminta

untuk Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, Hakim

mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang,  bahwa  terhadap  fakta  hukum  tersebut,  Hakim  akan

menerapkan  hukumnya  (mengkonstitusir)  dengan  mempertimbangkan  aspek

yuridis sesuai dengan Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun  1975  Tentang  Pelaksanaan  Undang-undang  Nomor  1  tahun  1974

Tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf a dan f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas menunjukkan salah satu

pihak  (Tergugat)  menjadi  penjudi  yang  menjadi  penyebab  perselisihan  dan

pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas juga menunjukkan sejak

kepergian  Tergugat,  Tergugat  menunjukkan sikap tidak  mau lagi  kembali  ke

rumah kediaman bersama, hal ini nampak dari tidak adanya lagi komunikasi

yang baik antara keduanya, sehingga tidak ada harapan bagi keduanya untuk

hidup  rukun  dalam  rumah  tangga,  karena  meskipun  telah  dilakukan  usaha

perdamaian baik oleh keluarga maupun oleh Hakim di persidangan tetap tidak

berhasil,  dengan  Penggugat  menyatakan  tetap  dengan  gugatannya  untuk

bercerai dengan Tergugat, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 22

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal  134 KHI yaitu telah

jelas  sebab  akar  permasalahan  pertengkaran  antara  Penggugat  dengan

Tergugat  dari  orang  dekat  dan keduanya sudah berusaha didamaikan akan

tetapi tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  dari  fakta-fakta  tersebut  Majelis  Hakim  juga

berpendapat  apabila  rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat  dibiarkan

dalam keadaan  demikian  dan  tetap  dipaksakan  untuk  dipertahankan,  maka

diduga hal tersebut akan menimbulkan kemadharatan atau mafsadat yang lebih
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besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama dari pada

mencapai kemaslahatan sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi :

المصال        جلب على مقدم المفاسد رء  د

Artinya  “Menolak  kemafsadatan  itu  adalah  lebih  utama  dari  pada
menarik kemaslahatan”

Menimbang, bahwa Hakim  sependapat dan mengambil alih pendapat

Imam  Malik  seperti  dikutip  Sayyid  Sabiq  dalam  kitab  Fiqh  Sunnah  Jilid  II

halaman 188 sebagai berikut: 

الزوج          اعتراف او الزوجة ببينة القاضي لذي دعواها ثبتت فاذا

القاضي            وعجز امثالهما بين العسرة دوام له يطاق ل مما اليذاء وكان

بائنة      طلقةا طلقها بينهما الصلح  عن

Artinya : Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau

dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab

tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu hakim juga

sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan

perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra); 

Menimbang,  bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal  bersama

selama kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya, maka kedua belah pihak akan

semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana

yang diharapkan, sehingga harus dinyatakan bahwa perkawinan tersebut telah

pecah, dan tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 Undang-

undang  Nomor  1  tahun  1974,  bahwa  perkawinan  bertujuan  membentuk

keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan sebagaimana ditegaskan dalam al-

Qur’an Surat Ar-rum ayat 21, bahwa dijodohkannya laki-laki dan perempuan ini

sebagai suami istri  agar tercapai  kehidupan yang tentram dan selalu terjalin

rasa saling mencintai dan saling menyayangi, tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi

untuk  menghadap  di  persidangan  tidak  hadir,  dan  tidak  hadirnya  Tergugat

tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan gugatan

Penggugat  cukup  beralasan  dan  tidak  melawan  hukum,  maka  berdasarkan

ketentuan Pasal 149 R.Bg, petitum kedua gugatan Penggugat patut dikabulkan

dengan verstek;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangantersebut,

harus  dinyatakan  bahwa  gugatancerai  yang  diajukan  Penggugat  telah

memenuhi  alasan  perceraian  yang  diatur  dalam  Pasal  39  Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

perubahan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis  Pasal  19

huruf a, huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf

a,  huruf  f  Kompilasi  Hukum  Islam,  oleh  karenanya  dengan  memperhatikan

ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, petitum gugatan

Penggugat angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak

satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang,  bahwa  berkaitan  dengan  petitum  angka  3  (tiga),  oleh

karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89

ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya

perkara ini  dibebankan kepada Penggugat  yang besaranya akan disebutkan

dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Petitum gugatan Penggugat

dikabulkan, maka petitum kesatu gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara

verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang,  bahwa  tatacara  mengadili  perkara  a  quo telah

mempedomani  peraturan  Mahkamah  Agung  nomor  3  tahun  2017  tentang

Pedoman  Mengadili  Perkara  Perempuan  Berhadapan  Berhadapan  Dengan

Hukum;

Mengingat,  peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum

syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap ke persidangan, tidak hadir;  

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;  
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  sughra  Tergugat  (Tergugat)  terhadap

Penggugat (Penggugat);  

4. Membebankan  kepada  Penggugat  membayar  biaya  perkara  sejumlah

Rp279.000,00 ( duaratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Penutup

Demikian  putusan  ini  dijatukan  pada  hari  Selasa  tanggal  26  Maret

2024  Masehi  bertepatan  dengan  tanggal  15  Ramadhan  1445  Hijriah,  oleh

Roiha Mahmudah, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat ijin KMA

Nomor  90/KMA/HK.05/3/2021.  Putusan  tersebut  diucapkan  dalam  sidang

terbuka untuk umum pada hari itu secara elektonik dan disampaikan kepada

pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari tersebut dengan dibantu

Muhammad Najmuddin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

ttd

Roiha Mahmudah, S.H.I.
Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Najmuddin, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran Rp30.000,00

2. Biaya ATK Perkara Rp75.000,00

3. Biaya Panggilan Rp74.000,00

4. Biaya PNBP Panggilan Rp20.000,00

5. Biaya Sumpah Saksi I Rp30.000,00

6. Biaya Sumpah Saksi II Rp30.000,00

7. Biaya Materai Rp10.000,00

8. Biaya Redaksi Rp10.000,00

Jumlah Rp279.000,00

Terbilang (duaratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
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